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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 07/PRT/M/2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR
07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN

PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukan ketentuan yang
mengatur penjaminan kerugian yang disebabkan oleh
Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Surat
Jaminan/Suretyship serta terdapat ketentuan baru yang
harus diatur maka perlu dilakukan perubahan kedua
terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum tentang Perubahan Kedua
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
07/PPRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013;
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Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59
Tahun 2010;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pekerjaan konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012;

6. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka
Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
21/PRT/M/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012
tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran
Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran
Berikutnya;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM NOMOR 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR
DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
DAN JASA KONSULTANSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dan Jasa Konsultansi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

9. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah
badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan
Konstruksi/ Jasa Konsultansi Konstruksi.

2. Ketentuan Pasal 4b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4b

(1) Penggunaan surat jaminan pekerjaan konstruksi diatur sebagai
berikut:

a) Surat jaminan penawaran, surat jaminan pelaksanaan, surat
jaminan uang muka, surat jaminan pemeliharaan, atau surat
jaminan sanggahan banding untuk paket pekerjaan sampai dengan
Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dapat diterbitkan
oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi,
bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), dan
diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja
ULP.

b) Surat jaminan penawaran, surat jaminan pelaksanaan, surat
jaminan uang muka, surat jaminan pemeliharaan, atau surat
jaminan sanggahan banding untuk paket pekerjaan di atas
Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diterbitkan oleh
Bank Umum bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat
(unconditional), dan diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada
PPK/Kelompok Kerja ULP.

c) Ketentuan a) dapat dikecualikan dalam hal menggunakan
sistem e-procurement sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah) tidak diperlukan surat jaminan
penawaran.

(2) Penggunaan surat jaminan pekerjaan jasa konsultansi diatur sebagai
berikut:


